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TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH
PUSAT UNTUK PERCEPATAN PELAKSANAAN

PROYEK STRATEGIS NASIONAL
{Peraturan Menteri Keuangan R.| Nomor 60/PMK.08/2017,
tanggal 9 Mei 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEWANGAN REPUBLIK INDONESIA, .

| Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
25 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016
tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Na-
| sional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
: tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pu-
sat Untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomoar 4286);

| 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

' Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Re-

publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tamba-

han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4355);

| 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemer-
intah Daerah (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasi-
onal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 4);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
47 Tahun 2016 tentang Penetapan Pelabuhan
Patimban di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa
Barat Sebagai Proyek Strategis Nasional (Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No-
mor 100});

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.
08/2016 tentang Tata Cara Pengelclaan Dana
Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksa-
naan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemer-
intah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA
CARA PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH PUSAT
UNTUK PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK
STRATEGIS NASIONAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 :
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud
dengan:

1. Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang di-
laksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,
dan/atau badan usaha yang rmemiliki sifat strat-
egis untuk peningkatan pertumbuhan dan pem-
erataan pembangunan dalam rangka meningkat-
kan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan
daerah.

2. Pemerintah Pusat vyang
Pemerintazh adalah Presiden Republik Indecnesia

selanjutnya disebut
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yang niemegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Pres-
iden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. '

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai

.unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenan:gan daerah otonom.

Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara,

Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta

yang berbentuk Perseroan Terbatas, atau kopera-

si.

Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional

vang selanjutnya disingkat PJPSN adalah men-

teri/kepala lembaga/kepala daerah, atau Badan

Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan

khusus dari Pemerintah sebagai pihak yang ber-

tanggungjawab atas pelaksanaan Proyek Strat-
egis Nasional.

Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis

vang berisi hak dan kewajiban antara. PJPSN dan

Badan Usaha dalam rangka melaksanakan Proyek

Strategis Nasional.

Risiko Politik adalah :

a. tindakan atau kegagalan - untuk bertindak
tanpa sebab yang sah cleh Pemerintah Pusat
dalam halhal yang menurut hukum atau per-
aturan perundang-undangan atau Pemerintah
Pusat memiliki kewenangan atau otoritas un-
tuk melakukan tindakan tersebut, termasuk
atas tindakan atau kegagalan untuk bertindak
tanpa sebab yang sah oleh Pemerintah Dae-
rah; dan/atau

b. penerbitan, penerapan, atau pemberlakuan
suatu peraturan, kebijakan atau persyaratan
hukum kepada Badan Usaha atau Proyek
Strategis Nasional oleh Pemerintah Pusat dan/
atau Pemerintah Daerah yang belum ada atau
berlaku terhadap Badan Usaha atau Proyek
Strategis Nasional pada tanggal penandatan-
ganan Perjanjian Kerjasama.

Jaminan Pemerintah Pusat adalah jaminan Pemer-

intah yang diberikan melalui Menteri Keuangan

kepada Badan Usaha atas Risiko Palitik yang

10.

pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional dan dapat memberi- |
kan dampak finansial kepada Badan Usaha yang
melaksanakan Proyek Strategis Nasional.

Komitmen Pemerintah Daerah adalah jaminan |

mengakibatkan terhambatnya

atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang
diterbitkan dalam bentuk Peraturan Daerah dan/
atau izin yang diterbitkan sesuai kewenangan
Pemerintah Daerah untuk mendukung, men-

Jam1in dan memastikan pelaksanaan Proyek

Strategis Nasional.

Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah
adalah alokasi dana yang tersedia yang digunak-
an untuk melunasi kewajiban penJamman yang
timbul akibat pemberian Jaminan Pemerintah
sebagaimana diatur dalam undang-undang men-
genai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN} beserta perubahannya pada tahun ang-

" garan berjalan.

11.

12.

13.

14.

15.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
PA adalah pejabat pemegang kewenangan peng-
gunaan anggaran Kernenterian/Lembaga:

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya
disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh
kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian ke-
wenangan dan tanggung jawab penggunaan ang-
garan pada Kementerian/Lembaga yang bersang-
kutan.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selan-
jutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksa-

naan anggaran yang disusun cleh menteri/kepala |

lembaga selaku pengguna anggaran dan disahkan

oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum

Negara (BUN}.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya
disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan/ .
digunakan oleh PA/KPA/Pejabat Pembuat Komit- i

men sebagai dasar penerbitan Surat Perintah
Membayar.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya dis-
ingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan/

digunakan oleh PA/KPA/Pejabat Penandatangan |
SPM untuk mencairkan alokasi dana yang sum- |
" ber dananya dari DIPA atau dokumen lain yang |

dipersamakan.
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16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya
disingkat dengan SP2D adalah surat perintah
vang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perben-
daharaan Negara selaku Kuasa BUN untuk pelak-
sanaan pengeluaran atas beban APBN berdasar-
kan SPM.

17. Perianjian Penyelesaian Utang adalah perjanjian
antara Menteri Keuangan dan PJPSN mengenai
hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan
pembayaran kembali atas realisasi pembayaran
klaim Jaminan Pemerintah Pusat.

18. Perubahan Perjanjian Penyelesaian Utang adalah
dokumen Penyelesaian
Utang dalam hal PJPSN tidak mampu melak-
sanakan ketentuan dalam Perjanjian Penyelesaian
Utang PJPSN.

perubahan Perjanjian

19. Menteri Keuangan selanjutnya disebut Menteri -

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan
negara.

BAB I
TUJUAN DAN PRINSIP
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 2
Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat meru-
pakan sarana fiskal yang disediakan untuk mendu-
kung percepatan pembangunan proyek infrastruktur
nasicnal.

Bagian Kedua
Prinsip
Pasal 3
Jaminan Pemerintah Pusat diberikan dengan
mempertimbangkan prinsip sebagai berikut:
a. kemampuan keuangan negara;-
b. kesinambungan fiskal; dan

c. pengelolaan risiko fiskal Anggaran Pendapatan |

dan Belanja Negara.

BAB lli
RUANG LINGKUP DAN PERSYARATAN UMUM
Bagian Kesatu
Program Penjaminan Pemerintah

'Pasal 4
Dalam rangka mendukung percepatan pem-
bangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional,

Menteri menerbitkan jaminan Pemerintah yang terdiri

atas :

a. Jaminan Pemerintah untuk Proyek Kerjasama
Pemerintah dengan Badan usaha sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelak-
sanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek
Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha se-
bagaimana tetah diubah dengan Peraturan Men-
teri Keuangan Nomor 8/PMK.08/2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No-
mor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelak-

-sanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek
Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha;

b. Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infra-
struktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga
Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Mi-
lik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 18%/PMK.08/2015
tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan
Jaminan Pemerintah atas Pembiayaan Infrastruk-
tur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga
Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Mi-
lik Negara;

¢. Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Proyek
Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaima-
na diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No-
mor 253/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pelak-
sanaan Pemberian Jaminan untuk Percepatan
Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera;

d. Jaminan Obligasi Dalam Rangka Percepatan
Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera seb-
agaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuan-
gan Nomar 168/PMK.08/2016 tentang Tata Cara |
Petaksanaan Pemberian Jaminan Obligasi Dalam
Rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan |
Tol di Sumatera;

| e. Jaminan Pinjaman untuk Percepatan Pembangu-

nan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
130/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksa-
naan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Per-
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cepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalis-
trikan;

f. Jaminan Kelayakan Usaha untuk Percepatan
Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan se-
bagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuan-
gan Nomor 130/PMK.08/2016 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah un-
tuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ke-
tenagalistrikan; atau

g. Jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 5
Jaminan Pemerintah Pusat diberikan terhadap
Risiko Politik yang dapat mengakibatkan terhambat-
nya pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan dapat
memberikan dampak finansial kepada Badan Usaha
yang melaksanakan Proyek Strategis Nasional ber-
dasarkan Perjanjian Kerjasama dan/atau dokumen lain
yvang dipérsamakan dengan Perjanjian Kerjasama.

Bagian Ketiga
Persyaratan Umum
Pasal 6
Proyek Strategis Nasional yang dapat mem-
peroleh Jaminan Pemerintah Pusat harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut :

a. tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelak-
sanaan Proyek Strategis Nasional;

b. tercantum dalam penambahan Proyek Strategis
Nasional berdasarkan peraturan perundang-un-
dangan;

c. PJPSN belum mendapat jaminan Pemerintah atau
tidak mengajukan usutan untuk mendapat Jam-
1nan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e,
huruf f, dan/atau penjaminan lainnya sesuai den-
gan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. tidak dalam rangka pelaksanaan penugasan
Pemerintah yqng tidak mendapat jaminan Pemer-
intah sesuai dengan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan; dan

PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

e.

(1)

{2)

(1)

(2)

memiliki Perjanjian Kerjasama dan/atau dokumen

lainnya yang dipersamakan dengan Perjanjian

Kerjasama yang harus memuat ketentuan paling

sedikit:

1. jenis-jeni_s risiko politik yang dapat mengham-
bat Proyek Strategis Nasional dan menimbul-
kan dampak finansial kepada Badan Usaha;

2. jumlah kewajiban finansial PJPSN dalam hal
Risiko Politik yang menjadi tanggung jawab
PJPSN terjadi, atau cara perhitungan untuk
menentukan jumlah kewajiban finansial PJP-
SN datam hal jumlah tersebut belum dapat
ditentukan pada saat Perjanjian Kerjasama di-
tandatangani;

3. jangka waktu" yang cukup untuk melak-
sanakan kewajiban finansial PJPSN; dan

4. prosedur penyelesaian perselisihan vyang
mungkin timbul antara PJPSN dan Badan
Usaha sehubungan dengan pelaksanaan ke-
waijiban finansial Badan Usaha yang dipriori-
taskan melalui mekanisme alternatif penyele-
saian sengketa dan/atau lembaga arbitrase.

BAB IV
BENTUK DAN MASA BERLAKU
JAMINAN PEMERINTAH PUSAT
Pasal 7
Jaminan Pemerintah Pusat dinyatakan dalam
bentuk surat Jaminan Pemerintah Pusat yang di-
tujukan kepada Badan Usaha dengan tembusan
kepada PJPSN.
Menteri mendelegasikan penandatanganan surat
Jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Pen-
gelolaan Pembiayaan dan Risiko. ’

Pasal 8
Surat Jaminan Pemerintah Pusat berlaku sejak di-
tandatangani sampai dengan berakhirnya Perjan-
jian Kerjasama.
Surat Jaminan Pemerintah Pusat menjadi tidak
berlaku apabila Badan Usaha gagal memulai kon-
struksi utama dalam jangka waktu 24 {(dua puluh
empat) bulan sejak surat Jaminan Pemerintah Pu-
sat diterbitkan.
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(3)

(4)

(8)

{6)

(1

(2)

(3)

Surat Jaminan Pemerintah Pusat yang sudah ti-
dak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak memiliki akibat hukum apapun.

Surat Jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) dapat diperpanjang dalam
hal terjadi kegagalan dalam memulai konstruksi
vang bukan disebabkan oleh kesalahan Badan
Usaha.

Usulan perpanjangan sebagaimana dimaksud
pacla ayat {4) disampaikan oleh PJPSN paling
lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jang-
ka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan disertai dengan pernyataan kegagalan dalam
memulai kenstruksi bukan disebabkan oleh kes-
alahan Badan Usaha.

Setiap perpanjangan jangka waktu sebagaimana
dimaksud ayat (4) diberikan paling lama 1 (satu)
tahun.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN
PEMERINTAH PUSAT
Bagian Kesatu

Pengajuan Usulan Jaminan Pemerintah Pusat

Pasal 9
PJPSN mengajukan usulan Jaminan Pemerintah
Pusat kepada Menteri melalui Direktur Jenderal
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko setelah di-
lakukan proses pengadaan Badan Usaha.
Usulan Jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pacla ayat (1) disertai dengan jenis
Risiko Politik yang climintakan untuk dijamin, dan
pernyataan bahwa proyek infrastruktur yang diu-
sulkan adalah untuk kepentingan umum,

‘Usulan Jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan

melampirkan paling sedikit:

a. dokumen studi kelayakan proyek;

b. financial model proyek;

c. konsep akhir Perjanjian Kerjasama dan/atau
dokumen lainnya yang dipersamakan den-
gan Perjanjian Kerjasama atau perjanjian kerja
sama dan/atau dokumen lainnya yang dipers-
amakan dengan Perjanjian Kerjasama yang

telah ditandatangani;

(4)

nm

(2)

(3}

d. dokumen Komitrmen Pemerintah Daerah ter-
masuk di dalamnya konsep Perjanjian Penye-
lesaian Utang, dalam hal PJPSN adalah kepala
daerah;

e. dokumen rencana mitigasi risiko atas potensi
timbulnya risiko politik yang diusulkan untuk
dijamin;

f. surat pernyataan dari PJPSN bahwa pen-
gadaan Badan Usaha telah dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-un-
dangan;

g. izin lokasi/penetapan lokasi, dan/atau izin pin-
jam pakai kawasan hutan, dan/atau izin ling-
kungan;

h. konsep Perjanjian Penyelesaian Utang untuk
PJPSN yang merupakan Badan Usaha Milik
Negara; dan

i. konsep surat persetujuan DPRD atas Perjan-
jian Penyelesaian Utang dalam hal PJPSN
adalah kepala daerah.

Dalam hal izin fokasi/penetapan lokasi, dan/atau

izin pinjam pakai kawasan hutan, dan/atau izin

lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf g belum terpenuhi seluruhnya, PJPSN me-

nyampaikan surat komitmen dan target penyele-
saian izin dari lembaga yang berwenang dalam

pemberian izin kepada Menteri melalui Direktorat |

Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Bagian Kedua

'Evaluasi Usulan Jaminan Pemerintah Pusat
Pasal 10

Berdasarkan usulan Jaminan Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktor-
at Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
melalui Direktorat Strategi dan Portofolio Pembi-
ayaan melakukan evaluasi atas usulan Jaminan
Pemerintah Pusat.
Dalam melakukan evaluasi usulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Direktorat Strategi dan
Portofolio Pembiayaan dapat berkoordinasi den-
gan Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Neg-
ara dan Biro Hukum Sekretariat Jenderal.
Evaluasi usulan Jaminan Pemerintah Pusat seb-
qgaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan den-
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{4)

(1

(2)

(3)

(4)

gan memperhatikan kelayakan jenis Risiko Politik
yang akan dijamin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (2} dan dokumen sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 9 ayat {3) dan/atau ayat {4).
Direktarat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan
Risiko melalui Direktorat Strategi dan Portofolio
Pembiayaan dapat meminta PJPSN untuk melaku-
kan perubahan atas konsep Perjanjian Kerjasama
dan/atau dokumen lainnya yang dipersamakan
dengan Perjanjian Kerjasama atau Perjanjian Ker-

jasama dan/atau dokumen lainnya yang dipersa-

makan dengan Perjanjian Kerjasama yang telah
ditandatangani, serta meminta PJPSN untuk me-
lengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (3) dan/atau ayat (4).

BAB VI
PENERBITAN SURAT JAMINAN
PEMERINTAH PUSAT
Pasal 11
Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 10, Direktorat Strategi dan Por-
tofolio Pembiayaan menyampaikan rekomendasi
penerbitan surat Jaminan Pemerintah Pusat ke-
pada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan
dan Risiko.
Rekomendasi penerbitan surat Jaminan Pemerin-
tah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaku-
kan setelah konsep perjanjian kerja sama dan/
atau dokumen lainnya yang dipersamakan den-
gan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat {3) huruf ¢ dan konsep surat
persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (3) huruf i telah ditandatangani.
Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko menyampaikan permo-
honan persetujuan kepada Menteri untuk dapat
menerbitkan surat Jaminan Pemerintah Pusat.
Berdasarkan persetujuan Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat {3}, Direktur Jenderal Penge-
lolaan Pembiayaan dan Risiko menerbitkan surat
Jaminan Pemerintah Pusat.

BAB Vil

PEMGUMUMAR / PERAT

TATA CARA PENGALOKASIAN ANGGARAN
KEWAJIBAN PENJAMINAN PEMERINTAH
Bagian Kesatu

Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah

{1)

(2)

(3)

(4)

(5)

{6)

Pasal 12

Dalam hal surat Jaminan Pemerintah Pusat diter-

bitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,

Pemerintah menyiapkan Anggaran Kewajiban

Penjaminan Pemerintah yang dibutuhkan untuk

pelaksanaan Jaminan Pemerintah Pusat.

Perhitungan alokasi Anggaran Kewajiban Pen-

jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pen-
gelolaan Pembiayaan dan Risiko melaiui Direktor-
at Strategi dan Portofolio Pembiayaan.

Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah se-

bagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meru-

pakan bagian dari pos belanja atau pos pembiay-
aan dalam APBN.

Anggaran Kewajiban Penjamirian Pemaerintah

yang merupakan bagian pos belanja dalam APBN

sebagaimana dimaksud pada ayat {3} digunakan
dalam hal:

a. PJPSN adalah kepala daerah dan terjadi risiko
politik Pemerintah Pusat yang bukan disebab-
kan oleh Pemerintah Daerah; atau

b. PJPSN adalah menteri/kepala lembaga.

Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah

yang merupakan bagian pos pembiayaan dalam

APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digu-

nakan dalam hal:

a. PJPSN adalah kepala daerah dalam hal risiko
politik yang disebabkan oleh Pemerintah Dae-
rah; atau

b. PJPSN adalah Badan Usaha Milik Negara yang
mendapat penugasan khusus dari Pemerintah.

Pengusulan dan pengalokasian Anggaran Kewa-
jiban Penjaminan Pemerintah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undan-
gan mengenai tata cara perencanaan, penelae-
han, dan penetapan alokasi bagian ahggaran BUN
dan pengesahan DIPA BUN.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Anggaran Kewajiban
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Penjaminan Pemerintah
Pasal 13
Menteri selaku PA Kewajiban Penjaminan Pemer-
intah menunjuk KPA dengan surat keputusan.
KPA sebagaimana dimaksud pada ayat {1} mene-
tapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat
Penandatangan SPM dengan surat keputusan.

BAB Vi
KLAIM PENJAMINAN
Bagian Kesatu
Pengajuan Klaim
Pasal 14

Dalam hal PJPSN tidak mampu melaksanakah ke- |

wajiban pembayaran kepada Badan Usaha sesuai
dengan Perjanjian Kerjasama dan/fatau dokumen

lain yang dipersamakan dengan Perjanjian Ker- |

jasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal b,
Badan Usaha mengajukan klaim secara tertulis
kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jen-
deral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan
PJPSN.

Pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) memuat keterangan paling sedikit:

a. ketidakmampuan PJPSN untuk membayar ke-
wajiban berdasarkan Perjanjian Kerjasama;

b. jumlah kewajiban pembayaran PJPSN kepada
Badan Usaha; dan

c. tujuan pembayaran yang meliputi nama dan
nomor rekening.

Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dis-

ampaikan dengan melampirkan dokumen paling

sedikit:

a. salinan Perjanjian Kerjasama dan/atau doku-
men lainnya yang dipersamakan dengan Per-
janjian Kerjasama;

b. salinan surat Jaminan Pemerintah Pusat;

¢. rincian kewajiban PJPSN yang harus dibayar
oleh Pemerintah; clan

d. Berita Acara antara PJPSN dan Badan Usaha

atas risiko politik yang dijamin beserta jumlah
klaim yang diajukan.

Bagian Kedua

{1)

{2)

- {3)

(4)

(1)

(2
yang menyatakan tidak terdapat keberatan :

Verifikasi Klaim
Pasal 15
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan

Risiko melalui Direktorat Strategi dan Portofolio-.

Pembiayaan melakukan verifikasi atas klaim yang
digjukan olehr Badan Usaha.

Dalam rangka melakukan verifikasi atas klaim
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direk-

torat Strategi Portofolio dan Pembiayaan dapat :

berkoordinasi dengan unit terkait.

Verifikasi atas klaim sebagaimana dimaksud pada |

ayat (1) dilakukan untuk memastikan:

a. kesesuaian antara jumlah klaim dengan jum-
lah tagihan yang menjadi kewajiban PJPSN
berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan/atau
dokumen lainnya yang dipersamakan dengan
Perjanjian Kerjasama;

b. ticlak terdapat perselisihan antara PJPSN clan
Baclan Usaha mengenai jumlah klaim yang
menjadi kewajiban PJPSN;

¢. tujuan pembayaran yang meliputi nama dan
nomor rekening; dan

d. keabsahan Berita Acara antara PJPSN clan
Badan Usaha.

Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

{3) dituangkan dalam berita acara verifikasi klaim

yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komit-

men.

Bagian Ketiga
Proses Pembayaran Klaim Penjaminan
Pasal 16

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 15, pembayaran klaim penjami-
nan dilakukan dengan menggunakan Anggaran
Kewajiban Penjaminan Pemerintah yang meru-
pakan bagian pas belanja atau pas pembiayaan
clalam APBN dan/atau dana cadangan penjami-
nan.

Proses pembayaran klaim penjaminan yang
menggunakan Anggaran Kewajiban Penjaminan
Pemerintah yang merupakan bagian pas belanja

atau pas pembiayaan dalam APBN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1} mengikuti ketentuan per- !

aturan perundang-undangan mengenai tata cara |
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pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara atas beban Bagian Anggaran BUN pada
Kantor Pelayanan Perbendaharaan.

Proses pembayaran klaim penjaminan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan
peraturan perunclang-unclangan mengenai tata

cara pengelolaan dana cadangan penjaminan |

dalam rangka pelaksanaan Anggaran Kewajiban
Penjaminan Pemerintah.

BAB IX

PENYELESAIAN AKIBAT PELAKSANAAN JAMINAN

(1

(2)

{3)

(1)

(2)

(3)

Bagian Kesatu
Penyelesaian Piutang
Pasal 17
Setiap pelaksanaan pembayaran klaim Jaminan
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 mengakibatkan timbulnya piutang
Pemerintah kepada PJPSN.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak berlaku dalam hal:
a. PJPSN adalah menteri/kepala lembaga; atau
b. Risiko politik Pemerintah Pusat yang bukan
disebabkan oleh Pemerintah Daerah dalam hal
PJPSN adalah kepala daerah.
Penyelesaian atas pembayaran klaim Jaminan
Pemerintah Pusat dengan ketentuan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2}, dilakukan melalui me-
kanisme pengakuan aset berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perjanjian Penyelesaian Utang
Pasal 18

Kesepakatan penyelesaian piutang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat {1) dituangkan
dalam Perjanjian Penyelesaian Utang.
Penandatanganan Perjanjian Penyelesaian Utang
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan
bersamaan dengan penerbitan surat Jaminan
Pemerintah Pusat.
Menteri mendelegasikan penandatanganan Per-
janjian Penyelesaian Utang sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Pen-
gelolaan Pembiayaan dan Risiko.

(4)

(1

{2)

{3)

(4)

Perjanjian Penyelesaian Utang sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) memuat ketentuan paling

. sedikit:

a. komitmen pembayaran atas jumlah pokok
utang PJPSN sesuai dengan jumlah klaim
yang dibayar oleh Pemerintah;

b. tingkat bunga utang;

c. jangka waktu pembayaran:

d. mekanisme perubahan Perjanjian Penyelesa-
ian Utang;

e. sanksi; dan

f. tata cara penyelesaian sengketa yang mung-
kin timbul sehubungan clengan pelaksanaan
Perjanjian Penyelesaian Utang melalui me-
kanisme alternatif penyelesaian sengketa dan/
atau lembaga arbitrase.

Bagian Ketiga
.Perubahan Perjanjian Penyelesaian Utang
Pasal 19

Dalam hal PJPSN ticlak mampu atau keberatan
untuk melaksanakan pembayaran utang sesuai
dengan Perjanjian Penyelesaian Utang sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 18, PJPSN menyam-
paikan surat usulan perubahan Perjanjian Peny-
elesaian Utang kepada Menteri melalui Direktur
Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko be-
serta permintaan perundingan untuk melakukan
perubahan Perjanjian Penyelesaian Utang.

Usulan perubahan Pérjanjian Penyelesaian Utang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampai-
kan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam

. Perjanjian Penyelesaian Utang sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 18,

Usulan perubahan Perjanjian Penyelesaian Utang

sebagaimana dimaksud pada ayat {1) memuat ke-

tentuan mengenai:

a. jangka wvaktu pembayaran termasuk masa
tenggang;

b. jumlah cicilan c¢lan tanggal pembayaran cici-
lan; dan/atau ‘

c. jumlah utang, dalam hal PJPSN adalah kepala
daerah.

Berdasarkan usulan perubahan Perjanjian Peny-
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elesaian Utang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan
dan Risiko melakukan perundingan dengan PJP-
SN. ‘ ‘

(5} Kesepakatan perundingan ternadap usulan pe-
rubahan Perjanjian Penyelesaian Utang seb-
agaimana dimaksud pada ayat {2) dituangkan
dalam Perubahan Perjanjian Penyelesaian Utang.

(8) Perubahan Perjanjian Penyelesaian Utang seb-
agaimana dimaksud pada ayat (B} ditandatangani
paling lama 15 {lima belas) hari kerja setelah surat
usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} diterima secara lengkap oleh Direktorat
Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Bagian Keempat
Administrasi Piutang
Pasal 20
_ Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaah
| dan Risiko mengadministrasikan piutang Pemerintah
kepada PJPSN yang timbul karena pelaksanaan pem-
E bayaran klaim Jaminan Pemerintah Pusat.

BAB X
PEMANTAUAN DAN PELAPORAN
Pasal 21
(1) PJPSN wajib menyampaikan laporan secara pe-
riodik per triwulan pada setiap tanggal 15 pada
bulan berikutnya setelah akhir periode triwulan
berkenaan dan pada saat diperlukan kepada Di-
rektorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan
Risiko melalui Direktorat Strategi dan Portofolio
Pembiayaan.
i (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- memuat paling seclikit: :
a. kemajuan dan permasalahan proyek;
b. keuangan proyek; dan
c. identifikasi kemungkinan terjadinya Risiko
Politik;

Pasal 22

(1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21, Direktorat Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko melaksanakan peman-
tauan terhadap potensi timbulnya Risiko Politik
yang dijamin clan kelangsungan Proyek Strategis
Nasional.

(2) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaima-

na dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat mem-
bentuk Komite Koordinasi yang beranggotakan
perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, Kementerian/Lembaga, Pemerin-
tah Daerah, dan/atau instansi terkait.

(3} Berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) Direktorat Jenderal Pen-
gelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan
laporan secara periodik per semester paling lam-
bat pada akhir bulan ketiga berikutnya setelah
akhir periode semester berkenaan dan/atau reko-
mendasi kepada Menteri untuk memberikan du-
kungan dan/atau melakukan tindakan sesuai den-
gan kewenangan Menteri dalam mencegah dan/
atau mengurangi dampak Risiko Politik yang di-
jamin.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.
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